
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1329, 2020 KEMENDAG. Pelaksanaan Kegiatan 

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 

Anggaran 2021. Petunjuk Teknis. 
 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 89 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  

BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang 

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang 

Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 

Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 660); 

  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190); 

  12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di 

Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1328); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI 

BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

(1) Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah 

Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai 

melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 

Anggaran 2021. 

(2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: 

a. mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;  

b. meningkatkan perlindungan terhadap konsumen 

daerah;  

c. meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah; 

d. mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di 

daerah;  

e. mengembangkan ekspor daerah; dan 

f. meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan 

perdagangan internasional di daerah. 
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Pasal 2 

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang 

Perdagangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang 

Perdagangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 

2021.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 November 2020 

 

MENTERI PERDAGANGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AGUS SUPARMANTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 November 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 


